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RINGKASAN

Menurut Indriyanto Seno Adji, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia
(FHUI), proses penegakan hukum dalam kasus Bibit — Chandra telah dilakukan secara
profesional oleh Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai
integrated institution, namun stigma pembentukan opini yang tidak seimbang telah
merusak sistem penegakan hukum dengan segala argumentasi yang seharusnya
menjadi bagian peradilan.
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KPK vs Polri, Politisasi Hukum?

dari halaman 1 ,_
- Proses penyidikan oleh Polri dianggap
sebagai rivalitas kelembagaan, padahal kese-
mua ini memiliki imtensitas masalah berbeda :
Pengamat hukum (pidana dan nonpidana)
dan politik pun membérikan warna argumen
hukum yang justru tercipta opini dan stigma
penegakan hukum, sehingga membuat kebi-

|
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hukum. 2

Proses yang wajar dari penyidikan seha-
rusnya tidak dilakukan dengani intervensi,
pun tangan kekuasaan, yang langsung mau-- .

pun tidak langsung, akan mempengaruhi -

‘proses hiukum. Suatu usaha untuk mempe-

" ngungan publik antara eforia dan phobia pe-  ngaruhi hasil dari suatu pemeriksaan proses

niegakan hukum menjadi rancu dan bias. . “hikum merupakan sub judice rule yang da-
Kédvia, terjadinya minimalisasi penghar- - pat menggoyahkan prinsip hu-
gaan prinsip legalitas. Scharusaya di i * Kuni itu sendiri. Lembaga yudikatif, MK,

penegak dan pengamat hukum. Bila ada ke-
raguan terhadap pembuktian dan kurangnya
~alat bukti, #®fisiada 1sbesar haticurni<
pent 2

sesuai prinsip pradoga takbersatahiNamun - -
bila ada keyakinan keutuhan alat bukti harus
berpegang prinsip speedy trial ke pengadil-
an agar tidak melanggar hak-hak asasi Bibit-
Chandra. Proses kembali ulangnya berkas
adalah parameter redusi térthadap prinsip
Jegalitas hak asasi Bibit-Chandra.

Peradilan Jalanan '
Ketiga, dengan berlindung di balik asas

keadilan masyarakat, lembaga yudikafif, se-
perti MK maupun legislatif (DPR), pula ada.
Tim Pencari Fakta (Tim 8) berlomba-lomba
mencari simpati masyarakat ‘dengan meng-
gelar proses perregakan hukuim yang menja-
di ranah yudikatif. Lebih ekstrem lagi, lem-
baga yudikatif (MK) maupun Tim 8, layak-
iya hakiny keadilan, mengeluarkan pernya-
taan dan opini Sehelum ada hasi} akhir dari
mekanisme §u3-g{qc¢ss af law. Para peng-"

e hingigs wilih ool
hakiman dengan pembentukan opini sepi- -
hak, berpihak dan negatif yang justrume- -

_simbulkan kesan obstruction of justice dari

lembaga dan tim L
makan street justice (peradilan jalanan) -
yang tidak edukatif.-Seharusnya court. Justi-
ce (peradilan di pengadilan) menjadi legali-
tas kita semua. Lo AL
_ Kepentingan politik mewarnai penega-
kan hukum secara buruk, yang anehnya jus-
tru dilakukan oleh pejabat negara, pengamat
Hukum, politik dan sosial yang akibataya .
menimbulkan kerancuan yang sangat bias
bagi masyarakat, sehingga sulit menemukan

v g

“dalam

kunydad peng- | seperti pembenfulan top i

serta pejabat yang profesional dumstigma

dasar intdrest of fisticé dapat

memang’atas

dengan thasalah pem ! Bibit- -
Charwira yang diparidang ihkonstitusional. *
Pula, tidaklah pada tempainya ststk per-
sonal MK friemberikan pendapat hukemn ter-
hadap proses hukum yang sedang berjalan.
Hal serupa juga d:hf{lknn : 'oleh Tim 8 yang

* “yelal memberikan pendapat sebclum beker-

ja, saat bekerja, dan belurn adh finalisasi.
mberi rekomendasi kepada Pre-
siden. Presiden tidak memilikidewenangan
diberhentikan atau dilanjutkannya proses
hukum yang sedang berjalan, wrmpsnk ka-

sus Bibit-Chandra. ;
Dasi kajian sosio-yuridis, 9
‘mal independensi penegak hukum justru
daﬂkalmganinmmlkekuum"ﬁmupm'
pihak yang memiliki vested-interest terselu-
S sisgac don

T o

vensi terhadap institusi pefiegak hukur idi-
kemas dalam bentik itk i semu,

inilah yang merusak sistem penegakan hu-

i argumentasi yang sela-

-yaknya menjadi ranah peradilan. Tanpa ke-
sabaran terhadap proses hukum, peng

{aws 10 the polifics hanyalah. -

ne

e laws, not
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